BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPANPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), wajib memiliki
dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),yang ditetapkan
oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);



Mengingat

C.

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka Selatan tentang Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P. 26 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup Dalam  Pelaksanaan
Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup adalah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten
Bangka Selatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari
Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
AMDAL atau UKL-UPL.

Tanda Bukti Pendaftaran SPPL adalah pencantuman nomor pendaftaran dan
tanggal penerimaan SPPL setelah dilakukan verifikasi terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan wajib SPPL.



11.

12.
13.

14.

15.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian UKL-UPL yang dilakukan
oleh Pemrakarsa.

Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh

Pemrakarsa.

BAB II
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP DANSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2
UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan izin lingkungan untuk setiap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan usaha miko dan kecil
dan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiiki AMDAL dan UKL-
UPL, pelaku usaha wajib memiliki SPPL.

Pasal 3
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
a. Formulir identitas pelaku usaha;
b. Formulir deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

Matrik dampak lingkungan yang terjadi;

o

o

Program pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup;

e. Formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan

ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.

f. Daftar Pustaka; dan

g. Lampiran
Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL harus sesuai
dengan rencana tata ruang yang berlaku.
UKL-UPL disusun pemrakarsa untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL.
Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan rekomendasi UKL-UPL
kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan

Hidup.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 4

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi:

a. Identitas pemrakarsa;

b. Informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan

pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;

d. Penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup; dan

e. Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL harus sesuai dengan

rencana tata ruang yang berlaku.

SPPL disusun pemrakarsa untukmendapatkan tanda bukti pendaftaran

SPPL dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup.

BAB III

MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN

Pasal 5

UKL-UPL dan/atau SPPL berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan masih

beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL yang baru apabila terjadi:

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan,;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

c. perubahan yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang

memenuhi kriteria;

1.

S R

perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh
terhadap lingkungan hidup;

penambahan kapasitas produksi,

perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan,;

perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di
dalam Izin Lingkungan,;

terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditunjukan untuk
peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

dan/atau



(3)

(1)

(2)

9.

terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu

Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup

berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit

lingkungan hidup yang diwajibkan;

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau

f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh

terhadap lingkungan hidup, yang mencakup;

1.

a bk LD

perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan
baik sebagaimana atau seluruhnya;

perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau

penciutan pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha

dan/atau Kegiatan.

Pemrakarsa wajib menyusun SPPL yang baru apabila terjadi;

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 6

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-

UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bangka

Selatan ini.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan di luar daftar wajib AMDAL, dan

UKL-UPL, serta berdasarkan kategori sektor usaha merupakan usaha mikro

dan kecilwajib dilengkapi dengan SPPL.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bangka

Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Juli 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 13 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATANTAHUN 2020 NOMOR 34



